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MOTTO

“Lihatlah dirimu dan percayalah kesempatan selalu ada padamu, menyerah
dan mengalah bukanlah jalan keluar dari setiap permasalahan. Terkadang kita

harus tengil, keras kepala dengan mimpi yang sedang kita usahakan.”
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ABSTRAK

Kedudukan anak luar kawin dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan
mengalami perubahan, pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pokok
permasalahan dalam hal ini adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak
dicatat, yang kemudian disebut dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan
yang sah. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti terkait dengan kriteria dan
kedudukan anak luar kawin dalam Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan,
serta urgensi pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Putusan MK
Nomor 46/PUU-VIII/2010. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam
menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah Pendekatan
Perundang-Undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual
Approach) dan Pendekatan Pembaharuan Hukum (Legal Reform). Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa perlu adanya definisi dan kriteria terkait dengan frasa
“anak yang dilahirkan diluar perkawinan”, dalam hal ini anak sebagaimana
dimaksud apakah dapat diartikan sebagai anak-anak yang lahir dari perkawinan
yang tidak dicatat, atau malah dapat diartikan sebagai anak-anak yang dilahirkan
tanpa adanya perkawinan yang sah dari orang tuanya. Hal ini bertujuan agar tidak
menimbulkan multitafsir dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Urgensi
pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-
VIII/2010, Putusan ini membawa implikasi yuridis diantaranya Pertama
penyesuaian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan anak yakni UU
Perkawinan, UU Kewarganegaraan, dan UU Perlindungan Anak. Kedua,
Pelaksanaan ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan dengan adanya peraturan
pemerintah untuk mengatur dan menjamin secara pasti hak-hak anak luar kawin.
Ketiga Pembentukan Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksana terhadap
Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan perlindungan kepada
kedudukan dan hak-hak anak luar kawin.

Kata Kunci : Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Anak Luar Kawin,
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
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ABSTRACT

The position of children out of wedlock in the provisions of Article 43 paragraph
(1) of the Marriage Law underwent a change, after the Constitutional Court
Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The main problem in this case is that children
born from marriages are not recorded, which are then called children born outside
of legal marriages. This becomes interesting to study in relation to the criteria and
position of children out of wedlock in the provisions of Article 43 paragraph (1) of
the Marriage Law, as well as the urgency of the establishment of Legislation
Regulations after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010.
There are several approaches used in answering legal issues in this research,
Statute Approach, the Conceptual Approach and the Legal Reform. The results of
this study indicate that there is a need for definitions and criteria related to the
phrase "children born outside of marriage"”, in this case the child referred to can
be interpreted as children born from marriages that are not recorded, or can even
be interpreted as children born without a legal marriage from their parents. This is
intended so as not to cause multiple interpretations and ensure the fulfillment of
children's rights. The urgency of the formation of legislation after the
Constitutional Court's Decision Number 46/PUU-VIII/2010, this decision has
Jjuridical implications including : First, adjustments to laws relating to children,
namely the Marriage Law, Citizenship Law, and Child Protection Law. Second, the
implementation of the provisions of Article 43 paragraph (2) of the Marriage Law
with the existence of government regulations to regulate and guarantee the rights
of children out of wedlock. Third, the establishment of a Presidential Regulation as
an implementing rule for the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-
VIII/2010 which provides protection to the position and rights of children out of
wedlock.

Keywords: Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, Children
Out of Wedlock, Formation of Legislation
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